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Sambutan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Realita hota metropolitan dan hota=hota besar di Indonesin umumnya menunjukkan kondisi
masyarakat multikultural yang membentuk kota tersebut dan era globalisasi dengan perkembangan
teknologi intormasi dewasa ini yang bergerak dengan cepat tolah sangat berpengaruh terhadap
berbagai praktek pendekatan perencanaan kota,

Model Penyelenggaraan Seminar Nasional, Kongres, dan Real Estato Forum ini telah pula
menunjukkan pola multi-stakeholders yang mempertemukan berbagai komponen baik yang berasal
dari domain akademik teoretik yang diwakili oleh jurusan dan program studi Planologi yang
terhimpun dalam Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesin (ASP1) maupun dari domain praktek
yang diwakili oleh para Pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Forum (REI) serta domain
profesional yang diwakili oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesin,

Ada beberapa hal yang seyogyanya dapat dibahas dan dihasilkan berkaitan langsung atau tidak
langsung dengan sektor perumahan nasional dalam acara Seminar, Kongres Nasional ASPI Ke-[1]
& Real Estate Forum, yaitu

Pertama, sistem desentralisasi pada kegiatan pemerintah telah sangat berpengaruh pada sistem
dan pola kebijakan daerah khususnya pada Pola Tata Ruang dan penerapan konsep serta strategi
pengadaan perumahan di dacrah. Pola 1 : 3 : 6 perlu dipikirkan dengan matang oleh para
pemerintah daerah agar selalu berpedoman pada kesesuaian antara kebutuhan pasar, kelestarian
lingkungan alam, dan kondisi sosial-budaya. Juga harus digarisbawahi peranan pemerintah daerah
yang dituntut untuk mampu memahami budaya keruangan (spatial culture) dan pentingnya
perencanaan kota yang dapat mengantisipasi bencana alam. Bencana Tsunami yang
meluluhlantakkan Aceh agar dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dikaji secara
lebih mendalam khususnya pada bidang perencanaan kota dan permukiman, karena pembangunan
yang memperhatikan budaya keruangan tersebut insya Allah akan mampu melestarikan
peninggalan budaya, sekaligus memelihara dan mempertahankan kelestarian alam sebagai warisan
yang amat berharga bagi anak cucu Kita pada masa yang nkan datang.

Kedua, Peranan Multistakeholders dalam pembangunan perkotaan ke depan akan diwarnai olch
semakin pentingnya peranan masyarakat, swasta dan investor (lokal maupun asing) dalam
mewujudkan permukiman yang lebih berorientasi kepada keinginan masyarakat dan penghuni
yang bertempat tinggal di dalamnya. Pengembangan kota baru (Newtown Development) akhir-
akhir ini khususnya di kawasan JABODETABEK misalnya, cenderung mengeksploitasi lahan
habis-habisan, khususnya di sentra-sentra komersial dan tampaknya tidak lagi memperhatikan
keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu perlu dindakan evaluasi baik terhadap dampak sosial,
budaya, ekonomi, maupun kelestarian lingkungan di sekitarnya. Banjir, kepadatan lalu lintas,
berkembangnya kawasan kumuh, gangguan keamanan dan kecemburuan sosial yang menurunkan
kualitas kehidupan di kota sudah menjadi permasalahan klasik di Negara kita schingga perlu
diberikan perhatian lebih besar dari berbagai pihak khususnya pihak akademisi yang bergerak si
bidang pendidikan perencanaan kota, pengembang (developer) dan masyarakat sendiri agar dapat
memberikan solusi praktis bagi permasalahan tersebut. Penurunan kualitas kawasan kota tua dan
daerah pemugaran yang mempunyai nilai warisan budaya juga harus dipertahankan dan
direvitalisasi sehingga dapat lebih menggairahkan scktor pariwisata dan menjadi sumber inspirasi
generasi mendatang.

Ketiga, Tampaknya, peran real estate akan semakin penting dalam pembangunan dan pengelolaan
perkotaan di Indonesia. Kota idaman yang dicintai oleh masyarakat perlu dikembangkan dan

dikelola olch tim yang profesional dalam bidang jasa pelayanan (service management) di bidang
permukiman. Tim manajemen tersebut scharusnya menguasai pengetahuan real estate serta dapat
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mf:mpraktikkan keahliannya ke dalam bidang-bidang lingkungan dan pengelolaan bangunan,
misalnya: arsitektur, perencanaan kota, sistem keamanan (respons dalam keadaan darurat), kajian
sosial dap budaya perkotaan, sistem ekonomi masyarakat (public finance), dan secara
berkelanjutan mengupayakan, mempertahankan, serta meningkatkan nilai property di kawasan
tersebut scbagai bagian dari kota yang diidam-idamkan.

pcrbicara mengenai pembangunan perkotaan, kiranya dapat kita kemukakan beberapa kriteria
ideal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, yaitu:

 Bagi warga kota idaman diharapkan untuk mempunyai rasa memiliki (sense of belonging),
schingga tercipta lingkungan yang semakin aman dan tertata baik. Warga mampu menikmati
gaya hidup yang menyenangkan, nyaman, modern, praktis, dengan semangat kompetisi yang
schat serta memperoleh jaminan kepuasan dalam pelayanan komunitasnya.

« Bagi pengelola kota idaman diharapkan mampu memiliki keunggulan dalam memelihara
hubungan dengan para penghuninya. Memiliki semacam tim customer care/help desk yang
mempunyai perhatian, terlatih bagi masyarakat yang dikelolanya serta tangguh. Peran tim
manajemen untuk menciptakan konsep “Win Win Solution” dalam hal township management,
bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien, efektif, ramah, dan singkat. Pengelola
juga diharapkan mampu merencanakan dan menyediakan berbagai fasilitas unggulan yang
berharga, antara lain: lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, pusat
komunitas (community center), dan lain sebagainya.

« Bagi pemilik dan investor, kota idaman diharapkan bisa mendapatkan kepastian hokum,
sehingga mampu mempertahankan integritas lingkungan alam fisik, dan sosial. Di samping itu
juga dapat mengoptimalkan fungsi property beserta fasilitas pendukungnya, mempertahankan
dan meningkatkan nilai ekonomi dari property dalam kawasan tersebut, yang pada akhirnya
mampu meningkatkan citra (image) dan kebanggaan (pride of ownership) terhadap kota
tersebut.

« Bagi Pemerintah, Kota idaman dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari
berbagai kebijakan tata ruang dan fiskal, sehingga apabila good governance dapat ditegakkan,
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga kota dan lingkungan sekitarnya
(Peripheral Area). Pemda seharusnya juga mampu menyususn program kerja yang
komprehensif serta program kemitraan antar sektor publik dan swasta (public-private
partnership) yang serasi.

Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat didiskusikan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi para stakeholders perencanaan kota dan wilayah di Indonesia. Selamat
berseminar, berkongres dan berdiskusi dalam real estate forum!.

Jakarta, 25 Agustus 2005

Mohamad Yusuf Asy’ari
Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia
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Sambutan Ketua Umum ASPI

Akademisi perencanaan di Indonesia masih merupakan minoritas. Namun perencanaan sudah
merupakan persyaratan mutlak bagi semua upaya pemajuan dan pengembangan di semua sektor
kehidupan, baik sektor publik, sektor swasta, maupun sektor masyarakat. Padahal kita ketahui
bahwa banyak upaya perencanaan yang dilakukan dengan kualitas medioker dalam penyusunan,
ditambah mediokritas dalam pelaksanaan atau implikasi programatiknya, kemudian
mengakibatkan suatu perkembangan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ukuran idealisme
yang dicitakan, Pertanyaan besarnya bagi para akademisi perencanaan (dosen, mahasiswa, dan
lulusan) adalah: apa dan seberapa besar sumbangan yang dapat diberikan oleh para akademisi
perencanaan pada dunia perencanaan di Indonesia untuk memperbaiki kondisi tersebut? Untuk
dapat “menggigit” sesuatu yang mayor (masyarakat, bangsa dan negara) suatu minoritas
(akndemisi perencanaan) perlu mengembangkan kualitas unggul dan aktifitas yang bernilai, dan
dengan demikian bisa memberikan pengaruh yang berarti pada dunia perencanaan di Indonesia.

ASPI, suatu perhimpunan sekolah-sekolah perencanaan di tingkat perguruan tinggi, bertujuan
terutama untuk meningkatkan kualitas dan keunggulan akademisi perencanaan dalam kehidupan
perencanaan di Indonesia. Salah satu upayanya, disamping menerbitkan jurnal ilmiah perencanaan,
adalah menyelenggarakan pertemuan tahunan, yang di dalamnya dikemukakan, dibahas, dan
diperdebatkan berbagai gagasan dan hasil penelitian tentang perencanaan di Indonesia. Bagi para
akademisi perencanaan pertukaran gagasan semacam ini diharapkan memperluas dan
memperdalam pemahaman tentang khasanah ilmu dalam perencanaan.

Penyelenggaraan pertemuan tahunan pada tahun 2005 ini, yang sekaligus juga merupakan Kongres
ASPI ketiga di mana akan dilakukan pergantian pengurus ASPI, diselenggarakan oleh panitia yang
dimotori oleh rekan-rekan akademisi di lingkungan Universitas Tarumanegara dibantu oleh rekan-
rekan akademisi dari Universitas lain di lingkungan Jakarta. Upaya panitia telah menghasilkan
sebuah acara yang lebih gegap-gempita daripada pertemuan-pertemuan ASPI yang lalu. Inovasi
yang dilakukan panitia termasuk: pengikutsertaan institusi swasta (yaitu Real Estat Indonesia)
yang diharapkan membaya realitas lapangan kedalam pemikiran perencanaan — tetapi juga dapat
sekaligus menularkan idealisme perencanaan pada para praktisi, serta penggelaran pameran
pendidikan perencanaan antar sekolah perencanaan.

Atas nama seluruh anggota ASPI pengurus ingin penyampaikan apresiasi dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, kepada Pimpinan dan staf Universitas
Tarumanagara, serta kepada seluruh mitra yang bekerjasama untuk menyukseskan pertemuan
tahunan dan Kongres ASPI tahun ini.

Wassalam,
WV‘?

AEQy A% B aDLAW
.

Leksono Subanu BT SIS EH
Kewa Pengurus ASPI

Seminar Nasiona! ASPIHI - 2005
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Sambutan Ketua Umum DPP-REI

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat
rahmat-Nya Real Estate Indonesia REI, sampai saat ini dalam usia yang ke-33 tahun, terus
menerus dapat mendarma-baktikan kepada Nusa dan Bangsa sesuai dengan bidang usaha yang
kami geluti.

Sesuai dengan tujuan REI yaitu meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan
kesejahteraan rakyat Indoensia melalui peningkatan dan pengembangan real estate, maka REI
memandang betapa pentingnya dunia pendidikan bagi berkembangnya profesi real estate. Untuk
itu DPP REI telah melaksanakan langkah-langkah di Bidang Pendidikan dan peningkatan
profesionalisme di bidang real estate, scbagai berikul :

1. Tahun 1988, menjalin kerja sama dengan Universitas Tarumanagara mengadakan program D3
khusus Real Estate yang kemudian ditingkatkan menjadi S1.

2. Tahun 1995, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan & Pelatihan Manajemen (LPPM)
Jakarta dengan membuka pendidikan keahlian khusus bidang real estate tingkat S2 maupun
Magister Manajemen, sayangnya program ini terhenti akibat krisis ckonomi 1998.

3. DPP REl telah dan terus mendukung program pendidikan Certified Property Analist yang
alumninya telah berkiprah mewarnai berbagai sector di bidang bisnis real estate di tanah air.

Selanjutnya pada kesempatan ini DPP REI menyambut baik prakarsa pengyelenggaraan Seminar
Nasional dan Kongres Nasional 111 ASPI 2005 dan Real Estate Forum, dengan tema:

“Pembangunan Perkotaan berbasis Mutli Stakcholde dalam Era Globalisasi dan
Desentralisasi”

Seminar Kali ini bertujuan untuk lebih memahami dan menginternalisasi atmosfer perubahan
orientasi pembangunan di Indonesia yang menekankan partisipasi masyakarat. Pembahasan peran
serta Real Estate dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan di Indonesia tidak lepas dari
peran serta multi stakeholder di era globalisasi dan desentralisasi.

DPP REI berharap seminar ini dapat memberikan masukan yang kongkrit untuk pengembangan
sistem pendidikan perencanaan di Indonesia.

Selain itu pemaparan Kiat sukses properti unggulan pengembang papan atas dan proyeksi
pengembangan bisnis property di Indonesia akan menambah wawasan yang bermanfaat bagi
perkembangan dunia profesi dan pendidikan di Indonesia.

Atas nama Pengurus dan Anggota REI seluruh Indonesia kami menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas prakarsa Jurusan Planologi / Real Estate Universitas Tarumanagara dalam
penyelenggaraan acara ini, dan kami mengucapkan Selamat berseminar dan berkongres, semoga
Tuhan YME meridhoi kita semua.

Jakarta, Juni 2005
Ir. Lukman Purnomosidi, MBA

Ketua Umum DPP RE]

Seminar Nasional ASPIL I - 2005 i
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Sambutan Ketua Panitia Pelaksana

Pertama ~ tama kami panjatkan puji syukur kehadisat Tuban Yany Mazha Fsa atas bereat dan
rahmat-Nya bagi kita semua hingga dapat menyelenggasakan seminas, Kongres ASPIIL, ¥esl
Listate Forum & Pameran Pendidikan dan Real Estate dengan tema

* Pembangunan Perkotaan Berbasis Multi Stakeholder Dalam Fra Globalisasi dan
Desentralisasi *

Meliputi pembahasan topik antara lain, Peran Real Estate dalam Pembanyunan dan Penpelolzzs
Perkotaan, Partisipasi Multi Stakeholder dan Desentralisasi, Seminar dan Rez) Estate Forum kali
ini bertujuan untuk lebih

- Memahami dan menginternalisasi atimosfer perubahan orientasi pembzngunan di Indonesia
yang menckankan partisipasi masyarakat,

- Mensinkronisasikan sistem pendidikan perencanaan ke dalam dunia prakiik

- Memperiemukan para penyedia sumber daya manusia perencena dengan para pemnaizinga

Diharapkan pada Seminar dan Real Estate Forum, kolaborasi yang \eryadi amtzsa ASPI (mewzkili
dunia pendidikan) dengan REI dan IAP (mewakili dunia profesi ), pengembang (dunia bisnis).
PEMDA (sektor publik) dan konsultan dapat Jebih membuka wawaszn jauh ke depan wnk
menajamkan visi dan misi para stakeholders untuk mewujudkan perencanzan, pengembanyzn dan
pengelolaan kota di Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya aczra ini kami uczphzn terims

kasih. Terutama pada sponsor, peserta, pemakalah, dan tentunya panitia yang 1elzh bekerja keras
untuk mempersiapkan acara ini dengan sepenuh hati,

Terima kasih kami ucapkan kepada ASPI, REI, IAP dan yany telzh smemberikan kepercayzzn
kepada kami Universitas Tarumanagara, Trisakti, dan UNKRIS sebagzi penyelengzara kali ini.

Selamat berseminar, berkongres, ber-real estate forum dan menikmati pameszn.

Terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2005

Ir. Irwan B. Wipranata, MT
Ketua Panitia Pelaksana
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PEMBANGUNAN BERKELAN.']U'II‘AN DI ERA OTONOMI DAERAH

Endrawali Fatimah'

ABSTRAK

Pembangunan suatu kota/kabupaten diperlukan  dalam —upaya ~ pencapaian mcmngkalny:r
kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsckuensi pada !cr)nflmy:l proses pcrub:lhnn_ fungsi
lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari scbagai akibat terjadinya konversi lahan
seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi yang cenderung mclnhuluhlEnH
sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula. Dalam melaksanakan pembangunan, setiap
pemerintahan dacrah memiliki rencana tata ruang yang ruang m'erupnkan pedoman dalam
pelaksanaan pembangunan, melalui pemanfaatan ruang (Poernomosidhi, 2002).

Diera otonomi saat ini, dimana setiap dacrah memiliki kewenangan mcnga_tur dan mengelola
kekayaan sumberdaya alam dan buatan di wilayahnya membawa dampak makin mar.akuyf: daerah
yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam
pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya.  Kondisi ini mcnimbx{lkan pcrsonl:!n
pembangunan apabila tidak terdapat suatu kerangka keterpaduan yang mengikat yang !cblh
mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih luas dalam kerangka pembangunan nasional
secara menyeluruh. Beberapa permasalahan mulai timbul antara lain konflik antar dacrah bc.r‘kailan
dengan pengelolaan sumberdaya alam, timbulnya permasalahan lingkungan seperti banjir dan
kekeringan serta terjadinya ketidak terpaduan pengembangan perekonomian antar dacrah.

Lahimya Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Otonomi Dacrah dikhawatirkan akan lebih
memperparah kondisi permasalahan yang ada. Salah satu hal yang mendasar yang tidak tertuang
dalam UU Nomor 32/2004 adalah tidak diaturnya suatu hirarki penyusunan Rencana Tata Ruang
termasuk tidak terdapatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hal ini akan menyebabkan,
Rencana Tata Ruang Provinsi maupun Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten tidak memiliki
arahan yang jelas yang pada akhirnya secara nasional pembangunan menjadi tidak terpadu yang
pada akhirnya akan menyebabkan permasalahan lingkungan yang makin kompleks.

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas pentingnya suatu pedoman / acuan yang jelas tentang
penyusunan rencana tata ruang mengingat dampak dari pemanfaatan ruang bukan lagi bersifat
lokal namun dapat bersifat regional bahkan nasional. Hal ini perlu dilakukan guna menciptakan
suatu pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa mengurangi wewenang yang telah
diberikan dalam era otonomi ini.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu kota/kabupaten diperlukan dalam upaya pencapaian meningkatnya
kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya proses perubahan
fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat terjadinya konversi
lahan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi yang cenderung
membutuhkan sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula.
—~

Sedangkan perencanaan tata ruang merupakan pedoman, dalam pelaksanaan pembangunan,
melalui pemanfaatan ruang (Poermomosidhi, 2002). Rencana tata ruang wilayah adalah
kebijakan pemerintah dacrah dan pusat yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus
dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk didalamnya kawasan produksi dan

' Endrawati Fatimah, Dosen Jurusan Teknik Planologi Universitas Trisakti. E-Mail : indo_googolendrafiyahoo com
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Kawasan Pﬂ““‘ki“_‘m pola jaringan prasarana dan wilayah/wilayah dalam’ kabupaten/kota,
propinsi atau nasional yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu
perencanaan (Muif, M, 2003).

Dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, telah terjadi perubahan dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Demikian pula
dengan mulai diberlakukannya Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 kewenangan Pemerintah
Daerah makin jelas meskipun dalam Undang-undang ini telah lebih mengatur adanya hubungan
kerjasama antar daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut, Pemerintah Dacrah menjadi
memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Konsekuensi dari hal
tersebut antara lain makin maraknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri,
tanpa berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya.
Kondisi ini menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak terdapat suatu kerangka
keterpaduan yang mengikat yang lebih mengedapankan kepentingan wilayah yang lebih luas
dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh.

11. SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG
TAHUN 1992-2004

Seperti tertuang dalam UU No. 24 7 1992 tentang Penataan Ruang, Wilayah diartikan sebagai
ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan / atau fungsional. Didalam UU tersebut,
wilayah perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) meliputi RTRW Nasional, RTRW
Propinsi dan RTRW Kota/Kabupaten.Undang-undang No. 24/1992 tersebut secara jelas
mengatur hirarki dari rencana tata ruang. RTRW Nasional menjadi acuan dalam penyusunan
RTRW provinsi (Daerah Tingkat I) dan selanjutnya RTRW provinsi (Daerah Tingkat I) menjadi
acuan dalam penyusunan RTRW Kota/Kabupaten (Daerah Tingkat II).

Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang — Undang Nomor 22/99
tentang Pemerintahan Daerah dengan salah satu pertimbangannya adalah dalam menghadapi
perkembangan keadaan , baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global
dipandang perlu diselenggarakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Dalam pelaksanaan asas
desentralisasi tersebut maka daerah otonom dibedakan atas Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki
satu sama lain. Kewenangan yang diberikan kepada Daerah mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan.
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang meliputi :

 Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro
 Dana perimbangan keuangan

¢ Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara

¢ Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia

e Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis

¢ Konservasi

« Standarisasi nasional

Selanjutnya dijelaskan bahwa Propinsi memiliki kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat
lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya. Kewenangan
bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti kewenangan di bidang
pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. Selain itu, propinsi memiliki
kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya yang meliputi :

* Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro
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o Pelatihan bidang, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitizn yang menczkup
wilayah propinsi

o Pengelolaan pelabuhan regional

o Pengendalian lingkungan hidup

» Promosi dagang dan budaya/pariwisata

o Perencanaan tata ruang propinsi

Guna melaksanaan Undang-undang tersebut, lebih lanjut Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintzh dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan Pemerintzh tersebut dijelaskan
bahwa :

o Kewenangan Pemerintah dalam bidang Penataan Ruang meliputi :
I. Penctapan tata ruang nasional berdasarkan ruang nasional tata ruang Kabupaten/kota dan
Propinsi
2. Penctapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah
aliran sungai
3. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil
4, Fasilitas kerjasama penataan ruang lintas propinsi
 Kewenangan Propinsi dalam bidang Penataan Ruang meliputi :
I. Penctapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan
Kabupaten/kota
2. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut tidak berumur lama karena saat ini sudah berlaku
dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dengan salah satu pertimbangannya bahwa undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.
Beberapa perubahan mendasar terkait dengan penataan ruang antara lain bahwa :

. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini telah dilakukan penghapusan pada
wewenang Pemerintah dalam bidang lain termasuk kebijakan tentang perencanaan nasional
dan pengendalian pembangunan secara makro ;

2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang antara lain meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota merupakan
urusan yang berskala kabupaten/kota antara lain meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

Dalam undang-undang ini, prosedur penyusunan rencana tata ruang tampak makin bersifat
otonom dan tidak memiliki hirarki baik bottom - up maupun top - down. Meskipun demikian
hubungan kerjasama antar pemerintah daerah lebih diatur secara rinci seperti hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya
lainnya.

1L BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MUNCUL

Sistem perundang-undangan yang ada selama ini terkait dengan penataan ruang memiliki
kesamaan pandangan yaitu melihat wilayah hanya sebagai ruang yang dibatasi oleh batas
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administrasi atau sebagai daerah administrasi. Sedangkan pada kenyataannya, wilayah juga
merupakan ruang yang memiliki batas geografis maupun fungsional. Perubahan tata guna lahan
sebagai akibat dari pembangunan akan memiliki dampak terhadap daerah di luar wilayah
administratifnya.

Dengan dibatasinya lingkup wilayah secara administratif, maka timbul berbagai permasalahan
antara lain :

* Tidak atau belum sinkronnya Tata Ruang pada perbatasan wilayah administrasi seperti
(Mmf M, 2003):
> RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu
ropinsi
pRT?RW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di wilayah batas
antar propinsi
RTRW Propinsi dengan propinsi lainnya dalam satu regional pulau
RTRW Nasional dengan Negara lainnya yang berbatasan di satu pulau.

h T4

Y Y

Hal ini akan membawa dampak terjadinya konflik pada daerah perbatasan ataupun ketidak
terpaduan pembangunan jaringan prasarana antar wilayah. Diera otonomi saat ini,
permasalahan ini menjadi lebih kompleks pada jenjang RTRW kota/kabupaten karena
kota/kabupaten menganggap kewenangan pemanfaatan lahan dalam wilayahnya menjadi hak
mutlak dari pemerintah setempat. Masing-masing daerah otonom sangat bersemangat dalam
membangun daerahnya sehingga tiap daerah menginginkan ketersediaan sarana, prasarana,
maupun pelayanan yang sama.

e Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi dalam satuan
unit perencanaan wilayah geografis (seperti DAS, daerah rawan bencana, kawasan pesisir,
d Il) Ketidak terpaduan RTRW tersebut antara lain seperti :
> RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu
wilayah geografis dalam satu propinsi.
> RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di dalam satu
wilayah geografis.

e Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi dalam satuan
unit perencanaan wilayah pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Ketidak terpaduan
RTRW tersebut antara lain seperti :
> Rencana pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang tercerminkan dalam RTRW

Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam satu wilayah yang

memiliki ciri ekonomi, sosial dan budaya saling terkait dalam satu propinsi.

RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di dalam satu

wilayah yang memiliki ciri ekonomi, sosial dan budaya saling terkait dalam satu

propinsi.

Y

Perencanaan tata ruang yang didasari pada batas administrasi menyebabkan pemerintah daerah
hanya berupaya untuk melaksanakan pembangunan sebanyak dan secepat mungkin demi
kepentingan wilayahnya sendiri namun tidak mempertimbangkan / melupakan kepentingan
daya dukung lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut maka

dimungkinkan terjadinya berbagai permasalahan antara lain :

e Pembangunan Nasional tidak dapat berlangsung secara merata. Kesenjangan antar dacrah
makin menjadi lebih nyata

¢ Akan timbul kota/kabupaten yang perkembangan kota yang kehilangan identitas diri. Hal
ini disebabkan kota/kabupaten bercermin pada kota/kabupaten yang lebih maju tanpa
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melihat potensi yang dimilikinya dengan maksud untuk mencontoh kemajuan yang
dimiliki kota/kabupaten lain,

IV. REKOMENDASI

Sampai dengan saat ini, Undang-undang No 2:4/1992 tentang Penataan Ruang sedang dalam
proses untuk direvisi. Berdasarkan pada uraian diatas maka beberapa masukan yang dapat
dipertimbangkan dalam melakukan revisi antara lain :

I, Pemerintah dan Pemerintah Daerah haruslah diberikan wewenang dalam menetapkan
pedoman dan arahan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian tata ruang untuk
kepentingan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana
tata ruang Kabupaten/Kota, Pedoman dan arahan tersebut sebaiknya bersifat fisik
penentuan kawasan lindung, resapan air ( penentuan KDB) dll.

2. Perencanaan tata ruang kawasan yang memiliki fungsi ekologis yang meliputi lebih dari
satu Dacrah Kabupaten/kota seperti daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung, kawasan
pesisir, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, dIl. perlu diatur prosedur
penyusunannya sehingga rencana tata ruang Kabupaten/Kota dapat disusun dengan
mempertimbangkan aspek ckologis tersebut.

3. Pemerintah harus memiliki rencana pengembangan ekonomi wilayah yang dapat dijadikan
scbagai acuan dalam pengembangan perekonomian daerah dan tercermin dalam
perencanaan lata ruang.

V. PENUTUP

Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila dilandasi dengan perencanaan tata ruang
yang menckankan pada aspek ckologis sccara menyeluruh tanpa mengurangi kepentingan
mempercepat peningkatan perckonomian daerah. Diera otonomi ini, undang-undang yang
mengatur sistem pemerintahan yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999, memberikan
kewenangan penuh kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Tata Ruang.

Dengan adanya kewenangan penuh tersebut, Daerah Kabupaten/Kota seakan-akan tidak
memiliki acuan / pedoman maupun batasan dan dikawatirkan lepas kontrol dengan berkedok
pada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai akibatnya, berbagai
permasalahan akan muncul seperti ketidak terpaduan tata ruang antar daerah, konflik
pemanfaatan lahan, serta kerusakan lingkungan yang makin kompleks.

Sementara itu, sistem perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang (UU No
24/1992) sudah tidak sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan otonomi daerah.
Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-undang tentang Penataan Ruang yang
mengatur tentang peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Rekomendasi yang diberikan dalam makalah ini dapat dilihat sebagai suatu pembatasan bagi
kewenangan penuh yang telah diberikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disatu sisi
pembatasan ini bisa merupakan suatu kebijakan yang tidak popular di era otonomi ini karena
dianggap menghambat kemajuan ckonomi suatu kota/kabupaten. Disisi lain pembatasan ini
merupakan suatu keharusan apabila kelestarian sumberdaya alam, keterpaduan dan
peningkatan perckonomian secara merata scrta upaya antisipasi permasalahan lingkungan
menjadi pegangan dengan harapan akan terjadinya keberlanjutan pembangunan nasional.

KEPUSTAKAAN
Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
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PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH *)

Endrawati Fatimah
Dosen Jurusan Teknik Planologi
Universitas Trisakti
E-Mail : indo_googolendra@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan suatu kota’kabupaten diperlukan dalam upaya pencapaian meningkatnya
kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya proses
perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat
terjadinya konversi lahan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi
yang cenderung membutuhkan sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula. Dalam
melaksanakan pembangunan, setiap pemerintahan daerah memiliki rencana tata ruang
yang ruang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, melalui
pemanfaatan ruang (Poernomosidhi, 2002).

Diera otonomi saat ini, dimana setiap daerah memiliki kewenangan mengatur dan
mengelola kekayaan sumberdaya alam dan buatan di wilayahnya membawa dampak
makin maraknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa
berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya.
Kondisi ini menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak terdapat suatu kerangka
keterpaduan yang mengikat yang lebih mengedepankan kepentingan wilayah yang lebih
luas dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Beberapa
permasalahan mulai timbul antara lain konflk antar daerah berkaitan dengan
pengelolaan sumberdaya alam, timbulnya permasalahan lingkungan seperti banjir dan
kekeringan serta terjadinya ketidak terpaduan pengembangan perekonomian antar
daerah.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah dikhawatirkan akan
lebih memperparah kondisi permasalahan yang ada. Salah satu hal yang mendasar
yang tidak t@gbang dalam UU Nomor 32/2004 adalah tidak diaturnya suatu hirarki
penyusunan Rencana Tata Ruang termasuk tidak terdapatnya Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional. Hal ini akan menyebabkan, Rencana Tata Ruang Provinsi maupun
Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten tidak memiliki arahan yang jelas yang pada
akhimya secara nasional pembangunan menjadi tidak terpadu yang pada akhirmya akan
menyebabkan permasalahan lingkungan yang makin kompleks.

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas pentingnya suatu pedoman / acuan yang
jelas tentang penyusunan rencana tata ruang mengingat dampak dari pemanfaatan
ruang bukan lagi bersifat lokal namun dapat bersifat regional bahkan nasional. Hal ini
perlu dilakukan guna menciptakan suatu pembangunan nasional yang berkelanjutan
tanpa mengurangi wewenang yang telah diberikan dalam era otonomi ini.

*) Disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres Ill ASPl " Pembangunan Perkotaan
Berbasis Multi Stakeholders Dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi, Jakarta, 25-26 Agustus
2005.




PENDAHULUAN

Pembangunan suatu kota’kabupaten diperlukan dalam upaya pencapaian meningkatnya
kesejahteraan penduduk. Hal ini membawa konsekuensi pada terjadinya proses
perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat
terjadinya konversi lahan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan ekonomi
yang cenderung membutuhkan sumberdaya lahan yang semakin meningkat pula.

Sedangkan perencanaan tata ruang merupakan pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan, melalui pemanfaatan ruang (Poermomosidhi, 2002). Rencana tata ruang
wilayah adalah kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang menetapkan lokasi dari
kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk
didalamnya kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan
wilayah/wilayah dalam kabupaten/kota, propinsi atau nasional yang akan diprioritaskan
pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan (Muif, M, 2003).

Dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, telah terjadi pe han dalam proses penyelenggaraan
pembangunan. Demikian pula dengan mulai diberlakukannya Undang — undang Nomor
32 tahun 2004 kewenangan Pemerintah Daerah makin jelas meskipun dalam Undang-
undang ini telah lebih mengatur adanya hubungan kerjasama antar daerah. Dengan
adanya Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah menjadi memiliki kewenangan
dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Konsekuensi dari hal tersebut antara
lain makin maraknya daerah yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa
berupaya untuk ber-sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan daerah lainnya.
Kondisi ini menimbulkan persoalan pembangunan apabila tidak terdapat suatu kerangka
keterpaduan yang mengikat yang lebih mengedapankan kepentingan wilayah yang lebih
luas dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh.

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG
TAHUN 1992-2004

(8)
Seperti tertuang dalam UU No. 24 / 1992 tentang Penataan Ruang, Wilayah diartikan
sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait




padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan adainistratif dan / atau
fungsional. Didalam UU tersebut, wilayah perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) meliputi RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Km%(abupmen.
Undang-undang Nomor 24/1992 tersebut secara jelas mengatur hirarki dari rencana tata
ruang. RTRW Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RTRW provinsi (Daerah
Tingkat I) dan selanjutnya RTRW provinsi (Daerah Tingkat |) menjadi acuan dalam
penyusunan RTRW Kota/Kabupaten (Daerah Tingkat Il).

Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang — Undang
aomor 22/99 tentang Pemerintahan Daerah dengan salah satu pertimbangannya adalah
dalam menghadapi perkembangan keadaan , baik di dalam maupun di luar negeri serta
tantangan persaingan global dipandang perlu diselenggarakan Otonomi Daerah yang
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah
secara proporsional. Dalam pelaksanaan_agsas desentralisasi tersebut maka daerah
otonom dibedakan atas Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang
masing-masing berdiri sendiri dan 1idahmempunyai hubungan hirarki satu sama lain.
Kewenangan yang diberikan kepada Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang meliputi :

¢ Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan

secara makro

« Dana perimbangan keuangan

+ Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara

¢ Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia

e Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis

* Konservasi

e Standarisasi nasional
Selanjutnya dijelaskan bahwa Propinsi memiliki kewenangan bidang pemerintahan yang
bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan
lainnya. Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota
seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan
perkebunan. Selain itu, propinsi memiliki kewenangan bidang pemerintahan tertentu
Iainnyaéang meliputi :

+ Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro




+ Pelatihan bidang, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang
mencakup wilayah propinsi
e Pengelolaan pelabuhan regional
* Pengendalian lingkungan hidup
e Promosi dagang dan budaya/pariwisata
+ Perencanaan tata ruang propinsi
una melaksanaan Undang-undang tersebut, lebih lanjut Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan
Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa :
+ Kewenangan Pemerintah dalam bidang Penataan Ruang meliputi :
1. Penetapan tata ruang nasional berdasarkan ruang nasional tata ruang
Kabupaten/kota dan Propinsi
2. Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan
air pada daerah aliran sungai
3. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil
4. Fasilitas kerjasama penataan ruang lintas propinsi
+ Kewenangan Propinsi dalam bidang Penataan Ruang meliputi :
1. Penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi
dan Kabupaten/kota
2. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang

Undang-undang_Nomor 22 tahun 1999 tersebut tidak berumur lama karena saat ini
sudah berlaku dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan rah dengan salah satu pertimbangannya bahwa undang-undang
tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa perubahan mendasar terkait

dengan penataan ruang antara lain bahwa :
1. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini telah dilakukan penghapusan
pada wewenang Pemerintah dalam bidang lain termasuk kebijakan tentang

perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro ;




2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi
merupakan urusan dalam skala provinsi yang antara lain meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota
merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota antara lain meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

Dalam undang-undang ini, prosedur penyusunan rencana tata ruang tampak makin
bersifat otonom dan tidak memiliki hirarki baik bottom - up maupun top - down.
Meskipun deémikian hubungan kerjasama antar pemerintah daerah lebih diatur secara
rinci seperti hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam serta sumber daya lainnya.
BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MUNCUL

Sistem perundang-undangan yang ada selama ini terkait dengan penataan ruang
memiliki kesamaan pandangan yaitu melihat wilayah hanya sebagai ruang yang dibatasi
oleh batas administrasi atau sebagai daerah administrasi. Sedangkan pada
kenyataannya, wilayah juga merupakan ruang yang memiliki batas geografis maupun
fungsional. Perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pembangunan akan memiliki

dampak terhadap daerah di luar wilayah administratifnya.

Dengan dibatasinya lingkup wilayah secara administratif, maka timbul berbagai

permasalahan antara lain :

+ Tidak atau belum sinkronnya Tata Ruang pada perbatasan wilayah administrasi
seperti (Muif, IHOUS) :
o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat
dalam propinsi
o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di

wilayah batas antar propinsi




o RTRW Propinsi dengan propinsi lainnya dalam satu regional pulau
o RTRW Nasional dengan Negara lainnya yang berbatasan di satu pulau.

Hal ini akan membawa dampak terjadinya konflik pada daerah perbatasan
ataupun ketidak terpaduan pembangunan jaringan prasarana antar wilayah.
Diera otonomi saat ini, permasalahan ini menjadi lebih kompleks pada jenjang
RTRW kotakabupaten karena kota/kabupaten menganggap kewenangan
pemanfaatan lahan dalam wilayahnya menjadi hak mutlak dari pemerintah
setempat. Masing-masing daerah otonom sangat bersemangat dalam
membangun daerahnya sehingga tiap daerah menginginkan ketersediaan

sarana, prasarana, maupun pelayanan yang sama.

e Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi
dalam satuan unit perencanaan wilayah geografis (seperti DAS, daerah rawan
bencana, kawasan pesisir, dll). Ketidak terpaduan RTRW tersebut antara lain
seperti :

o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota lainnya yang terdapat
dalam satu wilayah geografis dalam satu propinsi.

o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di
dalam satu wilayah geografis.

e Tidak atau belum terpadunya Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten/Propinsi
dalam satuan unit perencanaan wilayah pengembangan ekonomi, sosial dan
budaya. Ketidak terpaduan RTRW tersebut antara lain seperti :

o Rencana pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang tercerminkan
dalam RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupatenkota lainnya yang
terdapat dalam satu wilayah yang memiliki ciri ekonomi, sosial dan
budaya saling terkait dalam satu propinsi.

o RTRW Kabupaten/kota dengan Kabupaten/kota pada propinsi lainnya di
dalam satu wilayah yang memiliki ciri ekonomi, sosial dan budaya saling

terkait dalam satu propinsi.

Perencanaan tata ruang yang didasari pada batas administrasi menyebabkan
pemerintah daerah hanya berupaya untuk melaksanakan pembangunan sebanyak dan




secepat mungkin demi kepentingan wilayahnya sendiri namun tidak mempertimbangkan
/ melupakan kepentingan daya dukung lingkungan suatu wilayah secara keseluruhan.
Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut
maka dimungkinkan terjadinya berbagai permasalahan antara lain :
¢ Pembangunan Nasional tidak dapat berlangsung secara merata. Kesenjangan
antar daerah makin menjadi lebih nyata
« Akan timbul kota/kabupaten yang perkembangan kota yang kehilangan identitas
diri. Hal ini disebabkan kota/kabupaten bercermin pada kota/kabupaten yang
lebih maju tanpa melihat potensi yang dimilikinya dengan maksud untuk

mencontoh kemajuan yang dimiliki kota/kabupaten lain.

REKOMENDASI

Sampai dengan saat ini, Undang-undang No 24/1992 tentang Penataan Ruang sedang
dalam proses untuk direvisi. Berdasarkan pada uraian diatas maka beberapa masukan
yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan revisi antara lain :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah haruslah diberikan wewenang dalam
menetapkan pedoman dan arahan perencanaan, pemanfaatan serta
pengendalian tata ruang untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup yang
menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang Kabupaten/Kota. Pedoman
dan arahan tersebut sebaiknya bersifat fisik penentuan kawasan lindung,
resapan air ( penentuan KDB) dll.

2. Perencanaan tata ruang kawasan yang memiliki fungsi ekologis yang meliputi
lebih dari satu Daerah Kabupaten/kota seperti daerah aliran sungai, kawasan
hutan lindung, kawasan pesisir, kawasan rawan banijir, kawasan rawan gempa,
dil. perlu diatur prosedur penyusunannya sehingga rencana tata ruang
Kabupaten/Kota dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek ekologis
tersebut.

3. Pemerintah harus memiliki rencana pengembangan ekonomi wilayah yang dapat
dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perekonomian daerah dan

tercermin dalam perencanaan tata ruang.




PENUTUP

Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila dilandasi dengan perencanaan tata
ruang yang menekankan pada aspek ekologis secara menyeluruh tanpa mengurangi
kepentingan mempercepat peningkatan perekonomian daaah. Diera otonomi ini,
undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan yaitu Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor
22 tahun 1999, memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten/Kota untuk

menyusun Rencana Tata Ruang.

Dengan adanya kewenangan penuh tersebut, Daerah Kabupaten/Kota seakan-akan
tidak memiliki acuan / pedoman maupun batasan dan dikawatirkan lepas kontrol dengan
berkedok pada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai
akibatnya, berbagai pemasalahan akan muncul seperti ketidak terpaduan tata ruang
antar daerah, konflik pemanfaatan lahan, serta kerusakan lingkungan yang makin
kompleks.

Sementara itu, sistem perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang
(UU No 24/1992) sudah tidak sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan
otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan revisi Wadap Undang-undang tentang
Penataan Ruang yang mengatur tentang peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi yang diberikan dalam makalah ini dapat dilihat sebagai suatu pembatasan
bagi kewenangan penuh yang telah diberikan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Disatu sisi pembatasan ini bisa merupakan suatu kebijakan yang tidak popular di era
otonomi ini karena dianggap menghambat kemajuan ekonomi suatu kota/kabupaten.
Disisi lain pembatasan ini merupakan suatu keharusan apabila kelestarian sumberdaya
alam, keterpaduan dan peningkatan perekonomian secara merata serta upaya antisipasi
permasalahan lingkungan menjadi pegangan dengan harapan akan terjadinya

keberlanjutan pembangunan nasional.
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